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GI'BTRITT'R' SUMATTRA UTANA,

surat Kepala SMK Swasta PAB 14 Gohor Lama Nomor : 006/SMKS
PAu f4lSP/Vll /2U19 tanggal L2 Juii '2ULV Perihal Permohonan
Pengqjuan Revisi Izin Operasional yang diterima pada tanggal 16 Juli
2019;

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 5A3/4459 tanggal 26
April 2OLg tentang lzin Operasional Satuan Pendidikan Formal
(sekotah Menengah Atas, Sekoiah Menengah KeJuruan, Sekoiah t uar
Biasa)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20O3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incionesia Nomor 43u ri;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 ?ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyeienggaraan Pen<iiriikan Wajib Memiiii<i lnn Pendirian dari
Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Iembaran Negam. Republik Indonesia Nomor 51O5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2OOS tentang
standar nasional pendidikan flrmbdran Negara Republik Indonesia
'l'ahun 2015 Nomor z+5,;

5- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor llti'l'anun 2UI4 t€ntang Pedoman Penrirnan, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah {Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2OL4 Nomor 6O7);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayararr tBerita Negara Republik
tnrionesia'Tahun 20ru Nomor 69b);

8. Peraturan Daerah, Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara {l.embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2OL7 tentang
Peiimpahan Kewenangan Peiayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Uta-ra {Berita Daerah Provinsi $umatera
Utara Tahun 2Ol7 Nomor 66).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
OPERASTONAL {REVTSD

Memberikan Izin Operasional {Revisi) kepada:

TENTANG IZIN

1. Nama Perusahaan

2. NIB
3. Nama Sekolah

4. Alamat

5. Bidang Studi Keahlian

6. Program Studi Keahlian

7. Kompetensi Keahlian

Perkumpulan Amal Bakti Sumatera Utara

9120305450726

SMK Swasta PAB 14 Gohor l,ama

Afdeling II PTPN II, Desa Gohor Lama
Kec. Wampu, Kab. l"angkat
1. Teknologi dan Rekayasa
2. Bisnis dan Manajemen
1. Teknik Otomotif
2. Manajemen Perkantoran
1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Otomatrsasl dan'l'ata Keioia Perkantoran

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan
legalitas Operasional Sekolah.

Seko-lah wajib mCmenuhi ketentuan sebagai berikut:
l. Memeirhara mutu pendrctrt<an sesuai dengan ketentuan i<urrkuium

yang berlaku;
2.,'Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
+. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasanl

Penyelenggara tiekoiah atau uadan S'wasta Lain.

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor',421.5/ 273/ DISPMPPTSP/ 6l X{tt.7/ rr/ 2O18 tanggal
23 Februari 2A1.8', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini'berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
ciikemu<iran hari texiapat kekeiiruan didaiamnya aican ddarilkan perbarxan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan'di: Medan
pada tanggal : lB Juli 2O19

SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL

YANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
a..f

S. TRINUGROHO, MT
A U'I'AMA MAL}YA

19641127 199003 1 002

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepa1a Cabang Dinas Pend.idikan Stabat;
3. Pertinggal.


